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<b>ABSTRAK</b>

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran
pajak berganda melalui kebijakan Surat Keterangan Domisili Elektronik (e-SKD) dan simplifikasi Form
Directorate General of Tax (DGT) yang terdapat di dalam PER-25/PJ2018. Analisis kebijakan dilakukan
berdasarkan asas ease of administration yang memiliki 4 prinsip yaitu the requirement of clarity, continuity,
economy, dan convenience. Paradigma penelitian yang digunakan adalah post- positivism. Data yang
digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan
dengan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, makaterkait dengan the
requirement of clarity, terlihat bahwa kebijakan belum memenuhi prinsip tersebut dikarenakan belum
memenuhi sebagian besar indikator yaitu salah satunya adalah belum memenuhi kejelasan dan kepastian
dalam penguraian subjek, materi, dan objek, Kemudian terkait dengan the requirement of continuity, terlihat
bahwa kebijakan ini sudah memenuhi dikarenakan dilakukan dalam rangkatax reform. Kemudian terkait
dengan the requirement of economy, baik dari pemerintah (administrative cost) maupun Wajib Pajak
(compliance cost), biaya yang dikeluarkan turun dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Kemudian
terakhir mengenai the requirement of convenience, kebijakan ini belum memenuhi kenyamanan bagi Wajib
Pajak karena masih terdapat masalah terkait dengan sistem e-SKD yaitu sistem mengalami error ketika
digunakan oleh Wajib Pajak.
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<i><b>ABSTRACT</b>

Thisthesis aims to analyze the prevention policy for misuse of multiple tax avoidance agreements through
the Electronic Domicile Certificate (e-SKD) policy and the simplification of the Directorate General of Tax
(DGT) form contained in PER-25/ PJ/ 2018. Policy analysisis explain based on the principle of ease of
administration which has 4 principles namely the requirements of clarity, continuity, economy, and
convenience. The research model used is post-positivism. The data used is obtained by conducting in-depth
interviews with informants who are relevant to the issues. Based on the analysis conducted from the
requirement of clarity principle, it does not meet the principles because it do not meet most of the indicators,
one of which is not fulfilling clarity and certainty in decomposing the subject, material, and object, then
related to the requirements of continuity, it appears that this policy has been fulfilled because it explain out
the framework of tax reform. Then related to the requirements of economy, both from the government
(administrative costs) and taxpayers (compliance costs), the costs incurred decreased compared with
previous regulations. Then finally about the requirements of convenience, this policy does not meet the
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convenience because there are still problems related to the e-SKD system, which is that the system
experiences errors when used by taxpayers.<i/>



